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KATA PENGANTAR

Kata Pengantar
Bismillahhirrahmannirahim

Dana kampanye adalah bagian penting bagi Peserta Pemilu untuk 
menjalankan kegiatan kampanye dan membiayai seluruh kegiatan 
dalam menyampaikan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta 
Pemilu. Upaya untuk mendalami dan mempelajari penerimaan dan 
pengeluaran Dana Kampanye dapat menjadi pertimbangan dalam 
menentukan pilihan di bilik suara. 

Dana kampanye ini memiliki beberapa isu krusial yang 
menjadi fokus pengawasan yaitu sumber daya negara 
(APBN/APBD) sebagai modal kampanye, sumber daya 
“asing” sebagai modal kampanye, kepatuhan pelaporan 
dana kampanye, verifikasi kebenaran/akuntabilitas 
pelaporan dana kampanye, manipulasi laporan dana kampanye, 
formalitas pelaporan dan audit dana kampanye. 

Secara garis besar, pengawasan pelaksanaan tahapan dana 
kampanye baik pada masa pembukaan Rekening Khusus Dana 
Kampanye (RKDK), hingga masa Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), mempunyai fokus dan 
urgensi yang sama, yaitu selain untuk memastikan kepatuhan 
pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, juga untuk 
memastikan terpenuhinya unsur keadilan bagi  sesama Peserta 
Pemilu.
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Hasil identifikasi ini memotret LADK, LPSDK dan LPPDK Peserta 
Pemilu, hasil temuan Pengawas Pemilu perbaikan LADK Peserta 
Pemilu, Peserta Pemilu tidak menyampaikan LPSDK, LPSDK 
Peserta Pemilu berjumlah (0) rupiah, partai politik LPSDKnya tidak 
terdapat kesesuaian, rekomendasi, dinamika dan permasalahan 
dan evaluasi pelaksaan pengawasan dana kampanye.

Buku ini tentu masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu 
masukan ataupun kritikan yang konstruktif sangat diharapkan, 
agar tulisan laporan ini menjadi lebih sempurna. Semoga laporan ini 
dapat bermanfaat dan menambah referensi tentang kajian Pemilu 
dan demokrasi di Provinsi Jawa Timur. Syai Un Lilahi Lahumul 
Fatihah. Amiin. Selamat membaca.

Surabaya, 15 Oktober 2019
Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Timur

Aang Kunaifi, S.H., M.H
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Audit : Pemeriksaan laporan keuangan untuk 
memberikan pendapat atas kebenaran	
penyajian laporan keuangan

AP : Akuntan Publik (seseorang yang telah 
memperoleh izin untuk memberikan jasa 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundangundangan mengenai Akuntan 
Publik)

APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN : Anggaran Pendapatan dan Belanjan Negara
BAWASLU : Badan Pengawas Pemilihan Umum
DCT : Daftar Calon Tetap
DPR : Dewan Perwakilan Rakyat
DPD : Dewan Perwakilan Daerah
Kampanye : Kegiatan Peserta Pemilu untuk meyakinkan                 

Pemilih dengan menawarkan visi, misi, 
program, dan/atau citradiri Peserta Pemilu.

KAP : Kantor Akuntan Publik (badan usaha yang 
didirikan berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan	 mendapatkan 
izin usaha berdasarkan Undang-Undang 
tentang Akuntan Publik)

KIP : Komisi Independen Pemilihan
KPU : Komisi Pemilihan Umum
LADK : Laporan Awal Dana Kampanye
LPPDK : Laporan Penerimaan dan Pengeluaran	

Dana Kampanye
LPSDK : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 

Kampanye
Parpol : Partai Politik

DAFTAR SINGKATAN
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Pemilu : Pemilihan Umum
PERBAWASLU	 : Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan 

Umum
PKPU : Peraturan Komisi Pemilihan Umum
RKDK : Rekening Khusus Dana Kampanye
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A.	 Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Dana Kampanye

Dana Kampane adalah bagian penting bagi 
Peserta Pemilu untuk menjalankan kegiatan 
Kampanye dan membiayai seluruh kegiatan dalam 
menyampaikan visi, misi, program dan/atau 
citra diri Peserta Pemilu. Upaya untuk mendalami 
dan mempelajari penerimaan dan pengeluaran 
Dana Kampanye dapat menjadi pertimbangan 
dalam menentuakan pilihan di bilik suara.

Secara garis besar pengawasan pelaksanaan 
Tahapan Dana Kampanye baik pada masa pembukaan 
Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) hingga 
masa Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 
Kampanye (LPPDK) mempunyai fokus dan urgensi 
yang sama yaitu selain untuk memastikan kepatuhan 
pada ketentuan peraturan perundangan-undangan, 
juga untuk memastikan terpenuhinya unsur keadilan 
bagi  sesama pasangan Peserta Pemilu (kandidat).

Sistem pelaporan dana kampanye juga harus 
mengacu kepada prinsip transparansi dan 
akuntabilitas, yang dalam praktiknya diterjemahkan 
melalui kerangka hukum yang mewajibkan pasangan 
calon untuk mengelola, mencatat, melaporkan, dan 
mempublikasikan laporan dana kampanye secara 
transparan, serta penormaan beberapa ketentuan 

PEMBAHASAN
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larangan menerima dana dari pihak tertentu untuk 
mencegah potensi money-laundry, penyalahgunaan 
anggaran/fasilitas negara, maupun pembatasan 
jumlah maksimal sumbangan. Kerangka hukum 
demikian dimaksudkan untuk mencegah 
terjadinya korupsi. Maka dari itu penting bagi 
Bawaslu untuk mengatur panduan dalam tahapan  
Dana Kampanye pada Pemilu tahun 2019 ini. 

Secara garis besar, pengawasan tahapan 
dana kampanye difokuskan pada kepatuhan, 
kebenaran, akuntabilitas dan transparansi 
pelaporan dana kampanye yang meliputi :

a)	Sumber Dana Kampanye;
b)	Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK);
c)	 Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
d)	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 

Kampanye (LPSDK);
e)	 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana 

Kampanye (LPPDK);dan
f)	 Audit Dana Kampanye.

Tabel 1 
Jadwal Tahapan Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019

NO KEGIATAN
JADWAL

AWAL AKHIR

1 Pembukaan RKDK - 22 September 2018

2 Pembukuan LADK - 22 September 2018

3
Penyerahan  Laporan 
Awal Dana Kampanye

23 September 
2018

23 September 2018

4 Perbaikan LADK
23 September 

2018
27 September 2018

5 Pengumuman LADK
28 September 

2018
28 Spetember 2018
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6
Periode Pembukuan 
LPSDK

23 September 
2018

1 Januari 2019

7 Penyerahan LPSDK 2 Januari 2018 2 Januari 2018

8
Pengumuman 
Penerimaan LPSDK

3 Januari 2018 3 Januari 2018

9 Pembukuan LPPDK
3 Hari setelah 

penetapan 
Peserta Pemilu

25 April 2019

10 Penyerahan LPPDK 26 April 2019 2 Mei 2019

11
Penyerahan Laporan 
Dana Kampanye

26 April 2019 2 Mei 2019

12

Audit LDK dan 
penyampaian hasil audit 
LDK dari KAP ke KPU, 
KPU Provinsi/KIP Aceh, 
KPU/KIP Kabupaten/Kota

2 Mei 2019 31 Mei 2019

13
Penyampaian Hasil audit 
kepada Peserta Pemilu

1 Juni 2019 7 Juni 2019

14 Pengumuman Hasil audit 1 Juni 2019 10	 Juni 2109

B.	 Potensi Kerawanan

Dana kampanye ini memiliki beberapa isu 
krusial yang menjadi fokus pengawasan yaitu 
Sumber daya negara (APBN/APBD) sebagai modal 
kampanye, Sumber daya “asing” sebagai modal 
kampanye, Kepatuhan Pelaporan Dana Kampanye, 
Verifikasi Kebenaran/Akuntabilitas Pelaporan  Dana 
Kampanye, Manipulasi  laporan  dana kampanye, 
Formalitas pelaporan dan audit dana kampanye.

Kerawanan dana kampanye terbagi dalam 
4 (empat) tahap, Pertama, laporan awal dana 
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kampanye (LADK)  yaitu kepatuhan pelaporan Peserta 
Pemilu, formulir laporan sesuai dengan format 
PKPU, hasil LADK dipublikasi oleh KPU Provinsi dan 
pencatatan penerimaan dan pengeluaran Peserta 
Pemilu. Kedua, laporan penerimaan sementara 
sumbangan dana kampanye atau disingkat 
LPSDK yaitu kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, 
formulir laporan sesuai dengan format KPU, 
kelengkapan administrasi penyumbang, publikasi 
laporan LPSDK dilaman KPU Provinsi, sumbangan 
tidak melebihi batas ketentuan dan penelusuran 
kebenaran dan kesesuaian identitas penyumbang.

Ketiga, laporan penerimaan dan pengeluaran dana 
kampanye atau disingkat LPPDK yaitu kepatuhan 
pelaporan Peserta Pemilu, formulir laporan sesuai 
format KPU, publikasi LPPDK Peserta Pemilu ke 
laman KPU Provinsi, kelengkapan administrasi 
penyumbang, sumbangan tidak melebihi batas 
ketentuan, penelusuran kebenaran dan kesesuaian 
identitas Penyumbang, kebenaran pembukuan 
penerimaan dan pengeluaran dan balance jumlah 
penerimaan dan pengeluaran termasuk bila ada 
pemberian piutang dan pembayaran hutang. 
Keempat, kantor akuntan publik atau KAP yaitu tidak 
berafiliasi langsung dengan Peserta Pemilu, Auditor 
bukan anggota Partai, tidak memiliki cacat integritas, 
melaksanakan tugas audit bukti pengeluaran dan 
menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan.
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C.	 Fokus dan Strategi Pengawasan

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada tahapan dana 
kampanye fokus pengawasannya, diantaranya:
1. Laporan awal dana kampanye (LADK)

Kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir 
laporan sesuai dengan format PKPU, hasil LADK 
dipublikasi oleh KPU Provinsi dan pencatatan 
penerimaan dan pengeluaran Peserta Pemilu.

2.	Laporan pengeluaran sementara dana kampanye 
(LPSDK)
LPSDK yaitu kepatuhan pelaporan Peserta 
Pemilu, formulir laporan sesuai dengan format 
KPU, kelengkapan administrasi penyumbang, 
publikasi laporan LPSDK dilaman KPU Provinsi, 
sumbangan tidak melebihi batas ketentuan dan 
penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas 
penyumbang.

3.	Laporan penerimaan dan pengeluaran dana 
kampanye (LPPDK)
Kepatuhan pelaporan Peserta Pemilu, formulir 
laporan sesuai format KPU, publikasi LPPDK 
Peserta Pemilu ke laman KPU Provinsi, 
kelengkapan administrasi penyumbang, 
sumbangan tidak melebihi batas ketentuan, 
penelusuran kebenaran dan kesesuaian identitas 
penyumbang, kebenaran pembukuan penerimaan 
dan pengeluaran dan balance jumlah penerimaan 
dan pengeluaran termasuk bila ada pemberian 
piutang dan pembayaran hutang.
Kantor akuntan publik (KAP), tidak berafiliasi 
langsung dengan Peserta Pemilu, Auditor bukan 
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D.	 Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Dana 
Kampanye
1.Pencegahan

Rapat koordinasi internal, Bawaslu Provinsi 
melakukan koordinasi dengan 38 Bawaslu Kab/
Kota, untuk menindaklanjuti intruksi Surat 
Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum 
Republik Indonesia Nomor 1601/K.Bawaslu/
PM.00.00/IX/2018 tanggal 28 September 2018 
Perihal Panduan Dan Pedoman Pengawasan 
Tahapan Kampanye Dan Dana Kampanye Pemilu 
2019.

Surat Instruksi, Bawaslu provinsi melakukan 
instruksi kepada 38 Bawaslu Kab/Kota, untuk 
memperhatikan Surat Badan Pengawas Pemilihan 
Umum Republik Indonesia Nomor S-2088/K.
BAWASLU/PM.00.00/12/2018 tanggal 18 
Desember 2018 perihal Instruksi Pengawasan 
Penyampaian Laporan dan Laporan Penerimaan 
Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Peserta 
Pemilu Tahun 2019, maka Bawaslu Kabupaten/
Kota diinstruksikan untuk menyampaikan 
Himbauan kepada Peserta Pemilu 2019 sebagai 
upaya pencegahan.

anggota Partai, tidak memiliki cacat integritas, 
melaksanakan tugas audit bukti pengeluaran dan 
menyerahkan rekomendasi hasil pengawasan.
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E.	 Aktifitas Pengawasan
1.	Hasil Pengawasan Laporan Awal Dana Kampanye 

(LADK)
a.	LADK Calon Perseorangan Anggota DPD

Setelah penetapan daftar calon tetep (DCT) untuk 
perseorangan anggota DPD RI yang berjumlah 
28 calon, mereka wajib menyampaikan LADK 
kepada KPU Provinsi Jawa Timur.

Hasil rekapitulasi penerimaan awal dana 
kampanye  dari 28 calon yang dilaporkan ke 
KPU Jawa Timur berjumlah 587.808.044, 
penerimaan terbesar calon DPD RI atas nama 
Misbahul Munir sejumlah 400.350.000 berasal 
dari calon sendiri, Imam Khodiri TF. S.S. M.Th.I 
sejumlah 54.000.000 berasal dari calon sendiri, 
Abdul Qadir Hartanto, S.E., S.H., M.H. sejumlah 
30.000.000 berasal dari calon sendiri, Nadjib 
Hamid sejumlah 30.000.000 dan H. Sonhadji 
Zainudin, S.E., M.M. berjumlah 20.000.000 
berasal dari calon sendiri. Sedangkan saldo 
LADK dari 28 calon berjumlah 612.908.044. 



8

Hasil Pengawasan Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019

Diagram 1
Hasil Pelaporan LADK Calon DPD RI KeKPU Provinsi Jawa Timur

Sumber: olah data BA LADK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim
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b.	LADK Partai Politik
Partai Politik dalam menyampaikan LADK ke 
KPU Jawa Timur tidak ada yang melebihi batas 
waktu pukul 18.00, walapun ada beberapa 
partai politik harus melengkapi dokumennya 
hinggga pukul 22.00, seperti PBB, PDI P dan 
Garuda, ini menunjukkan ketidaksiapan 
partai politik dalam melaporkan LADK.
PDI-P satu-satunya partai politik yang 
sudah mengeluaran biaya kampanye berupa 
jasa dalam bentuk kampanye. Bawaslu 
Jawa Timur mencatat penerimaan 16 partai 
politik setelah diakumulasi berjumlah 
1.139.889.322, jumlah penerimaan dana 
kampanye paling besar pada partai PKB 
berjumlah 854.270.00 berasal dari partai 
politik dan calon anggota legislatifnya, PBB 
berjumlah 121.051.389 berasal dari calon 
anggota legislatifnya, partai Demokrat 
berjumlah 50.000.000 berasal dari 
partainya sendiri, partai Berkarya berjumlah 
48.266.508 berasal dari partai politik dan 
calon legislatifnya dan PDI P berjumlah 
46.551.425 berasal dari partai politik dan 
calon legislatifnya. Sedangkan saldo 16 
partai politik setelah dilakukan rekapitulasi 
berjumlah 1.113.339.322.
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c.	 LADK Tim Kampanye Presiden dan Wakil 
Presiden

Laporan LADK tim kampanye Presiden dan 
Wakil Presiden yang disampaikan ke KPU 

Diagram 2 
Hasil Pelaporan LADK Partai Politik Ke KPU Provinsi Jawa Timur

Sumber: olah data BA LADK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim
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Jawa Timur tidak ada yang melebihi pukul 
18.00, tim kampanye Pasangan calon nomor 
urut 1 penerimaan berjumlah 250.000.000 
berasal dari partai politik dan saldo LADK 
berjumlah 250.000.000, sedangkan Pasangan 
calon nomor urut 2 penerimaan berjumlah 
1.500.000 berasal dari Partai Politik.

Diagram 3 
Hasil Pelaporan LADK Tim Kampanye

Presiden dan Wakil Presiden Ke KPU ProvinsiJawa Timur

Sumber: olah data BA LADK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

2.	Hasil Pengawasan Laporan Sementara Dana 
Kampanye (LPSDK)

Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa 
uang, barang, dan jasa yang digunakan 
Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan 
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meyakinkan pemilih dengan menawarkan 
visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta 
Pemilu. Kesetaraan dan keadilan Pemilu diawali 
dengan transparansi dan akuntabilitas Peserta 
Pemilu dalam mengelola Dana Kampanye.

Bawaslu melakukan pengawasan langsung 
terhadap penyampaian Laporan Sumbangan Dana 
Kampanye (LPSDK) Peserta Pemilu dalam Pemilihan 
Umum 2019. Peserta Pemilu menyampaikan 
LPSDK pada Rabu, 2 Januari 2018 dari pukul 
08.00 s/d 18.00 di masing-masing kantor 
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sesuai tingkatan.

LPSDK adalah pembukuan yang memuat seluruh 
penerimaan yang diterima Peserta Pemilu yang 
disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP 
Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota. Bentuk 
Dana Kampanye dapat berupa uang, barang, 
dan jasa. Uang dapat berupa uang tunai, cek, 
bilyet giro, dan surat berharga lainnya. Dana 
Kampanye dalam bentuk barang berupa benda 
bergerak dan benda tidak bergerak, serta Dana 
Kampanye dalam bentuk jasa yang berarti 
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain 
yang manfaatnya dinikmati oleh Peserta Pemilu.

Sumber Dana Kampanye bagi partai politik 
Peserta Pemilu berasal dari partai politik dan 
calon DPR dan DPRD. Sementara bagi anggota 
DPD RI, sumber dana kampanye berasal dari 
calon DPD yang bersangkutan. Sedangkan bagi 
presiden dan wakil presiden berasal dari pasangan 
calon dan partai politik pengusul. Peserta Pemilu 
juga dapat memperoleh sumbangan Dana 
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Kampanye yang bersumber dari perseorangan, 
kelompok, dan Badan Usaha Non Pemerintah.

Dana Kampanye berbentuk uang wajib ditempatkan 
pada Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) 
terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan 
kampanye. Sumbangan yang diterima oleh Peserta 
Pemilu wajib dilampiri dengan surat pernyataan 
penyumbang yang memuat identitas penyumbang.

Tabel 2 
Sumber Dana Kampanye Pemilu Tahun 2019

Tabel 
Bentuk

Keterangan

Uang
tunai, cek, bilyet giro dan surat berharga 
lainnya

Barang benda bergerak dan benda tidak bergerak

Jasa
pelayanan/pekerjaan yang dilakukan 
pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh 
Peserta Pemilu

Terdapat batasan sumbangan yang diatur 
dalam Dana Kampanye Pemilu 2019, yaitu bagi 
pasangan calon presiden dan wakil presiden dan 
partai politik untuk Pemilu legislatif sumbangan 
perseorangan maksimal Rp 2,5 miliar, sumbangan 
dari kelompok maksimal Rp 25 miliar dan 
sumbangan Badan Usaha Non Pemerintah 
maksimal Rp 25 miliar. Sementara untuk Calon 
DPD, sumbangan dari perseorangan maksimal Rp 
750 juta dan sumbangan kelompok dan Badan 
Usaha Non Pemerintah maksimal Rp 1,5 milyar.
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Tabel 3 
Batasan Sumbangan Dana Kampanye ke Peserta Pemilu

No

Pasangan Calon 
Presiden dan 

Wakil Presiden, Partai 
Politik 

untuk Pemilu DPR, 
DPRD Provinsi 

dan DPRD Kabupaten/
Kota

Batasan Dana Kampanye

1 Perseorangan
Rp. 2.500.000.000 (dua 
Miliar Lima Ratus Juta 
Rupiah)

2 Kelompok Rp. 25.000.000.000,- (dua 
puluh lima milyar rupiah)

3 Badan Usaha Non 
Pemerintah

Rp. 25.000.000.000,- (dua 
puluh lima milyar rupiah)

Calon Perseorangan DPD

1 Perseorangan Rp. 750.000.000,- (tujuh 
ratus lima puluh juta)

2 Kelompok Rp. 1.500.000.000,- (satu 
milyar lima ratus juta rupiah)

3 Badan Usaha Non 
Pemerintah

Rp 1.500.000.000,- (satu 
milyar lima ratus juta rupiah)

Penyampaikan LPSDK adalah cerminan 
pembukuan yang dilakukan oleh Peserta Pemilu 
dari 23 September 2018 s/d 1 Januari yang 
diserahkan ke KPU sesuai tingkatan pada 2 
Januari 2019. Setelah itu KPU mengumukan 
dokumen tersebut pada 3 Januari 2019. 
Adapun hasil pengawasan penyampaian 
LPSDK di Jawa Timur sebagai berikut:

a.	LPSDK Partai Politik

16 Partai Politik pada tanggal 2 Januari 2019 
menyampaikan penerimaaan sementara 
sumbangan dana kamapanye ke kantor 
KPU Provinsi Jawa Timur. Sumbangan 
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sementara dana kampanye 16 Parpol 
sebesar 7.357.413.177, 11 Parpol ada 
sumbangan dana kampanye sedangkan 
5 Parpol tidak ada sumbangan dana 
kampanye, sementara calon DPRD Provinsi 
yang melaporkan dana kampanye sebanyak 
1.568 dan 4 calon tidak melaporkan 
sumbangan dana kampanye ke Parpol.

Diagram 4 
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Partai Politik

Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim
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Penerimaan LPSDK Partai Politik di 38 
Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur melakukan rekapitulasi laporan 
LPSDK Bawaslu di 38 Kabupaten/Kota, 
hasil rekapitulasi sumbangan sementara 
dana kampanye sebesar 87.158.564.465, 
berbentuk uang sebesar 36.304.827.654 
barang sebesar 16.663.519.911 dan 
berbentuk jasa sebesar 34.190.216.900. 
Adapun perinciannya sebagai berikut.

Tabel 4 
Bentuk Sumbangan Dana Kampanye Peserta Pemilu di 38 

Kabupaten/Kota

NO Peserta Pemilu
JENIS (Rp)

TOTAL
UANG BARANG JASA

1 PKB  Rp    2,112,650,000  Rp    1,665,031,050  Rp    1,981,784,140  Rp    5,759,465,190 

2 GERINDRA  Rp    6,263,155,000  Rp       518,452,240  Rp    4,219,843,140  Rp 11,001,450,380 

3 PDIP  Rp    1,515,391,000  Rp    3,665,726,207  Rp    2,444,028,541  Rp    7,625,145,748 

4 GOLKAR  Rp    7,114,483,185  Rp    1,176,305,640  Rp    3,911,673,772  Rp 12,202,462,597 

5 NASDEM  Rp    1,522,579,500  Rp         31,643,000  Rp    4,828,481,249  Rp    6,382,703,749 

6 PARTAI 
GARUDA  Rp         43,892,500  Rp       598,883,240  Rp         18,900,000  Rp       661,675,740 

7 PARTAI 
BERKARYA  Rp    8,796,413,615  Rp    2,813,421,080  Rp       619,292,667  Rp 12,229,127,362 

8 PKS  Rp    3,703,348,132  Rp       244,503,000  Rp    2,508,188,150  Rp    6,456,039,282 

9 PERINDO  Rp    1,653,687,500  Rp       930,010,020  Rp    3,763,886,942  Rp    6,347,584,462 

10 PPP  Rp       870,333,000  Rp       685,017,006  Rp    1,612,435,025  Rp    3,167,785,031 

11 PSI  Rp         40,670,000  Rp       140,664,500  Rp       616,468,200  Rp       797,802,700 

12 PAN  Rp       810,499,500  Rp       412,418,979  Rp    2,196,288,479  Rp    3,419,206,958 

13 HANURA  Rp       220,104,000  Rp       291,003,695  Rp       706,160,822  Rp    1,217,268,517 

14 PARTAI 
DEMOKRAT  Rp    1,202,505,722  Rp    3,197,836,370  Rp    1,926,195,592  Rp    6,326,537,684 

15 PBB  Rp       391,715,000  Rp       269,084,400  Rp    2,682,067,348  Rp    3,342,866,748 
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16 PKPI  Rp         43,400,000  Rp         23,519,484  Rp       154,522,833  Rp       221,442,317 

JUMLAH  Rp 36,304,827,654  Rp 16,663,519,911  Rp 34,190,216,900  Rp 87,158,564,465 

Sumber: olah data BA LPSDK KPU di 38 Kab/Kota dan Provinsi 
Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu 

Jatim

Kepatuhan calon dalam menyampaikan 
sumbangan dana kampanye, hasil 
rekapitulasi laporan Bawaslu di 38 
Kabupaten/Kota di Jawa Timur, Bawaslu 
mencatat ada 571 kepengurusan partai politik 
dengan 20.028 calon DPRD Kabupaten/Kota 
sebesar, adapun calon yang melaporkan 
sejumlah 19.447 atau sekitar 97.10%, calon 
tidak melaporkan sejumlah 581 calon atau 
sekitar 2.90% dan 7.180 calon menyumbang 
dari kantong pribadinya sendiri atau 
sekitar 35.85% dari jumlah calon 19.447.

Tabel 5 
Kepatuhan Calon DPRD Kab/Kota dalam 

menyampaikanPenerimaan Sumbangan Sementara Dana 
Kampanye di 38 Kab/Kota di Provinsi Jawa Timur

NO Peserta 
Pemilu

KEPENGURUSAN 
KAB/KOTA

JUMLAH 
CALON

JUMLAH 
CALON 

MELAPORKAN

JUMLAH 
CALON TIDAK 
MELAPORKAN

PROSENTASE 
(%) CALON 

YANG 
MELAPORKAN

JUMLAH 
CALON YANG 

MENYUMBANG

PROSENTASE (%) 
CALON YANG 

MENYUMBANG

1 PKB 38 1,766 1,753 13 99.26% 701 39.69%
2 GERINDRA 38 1,759 1,730 29 98.35% 648 36.84%
3 PDIP 38 1,725 1,671 54 96.87% 671 38.90%
4 GOLKAR 38 1,790 1,760 30 98.32% 703 39.27%

5 NASDEM 38 1,685 1,627 58 96.56% 586 34.78%

6 PARTAI 
GARUDA 24 195 175 20 89.74% 63 32.31%

7 PARTAI 
BERKARYA 38 970 927 43 95.57% 326 33.61%

8 PKS 38 1,557 1,515 42 97.30% 652 41.88%
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9 PERINDO 37 1,098 1,046 52 95.26% 417 37.98%
10 PPP 38 1,496 1,420 76 94.92% 500 33.42%
11 PSI 35 569 558 11 98.07% 196 34.45%
12 PAN 38 1,486 1,434 52 96.50% 394 26.51%
13 HANURA 37 1,198 1,108 90 92.49% 300 25.04%

14 PARTAI 
DEMOKRAT 38 1,694 1,694 0 100.00% 708 41.79%

15 PBB 37 773 764 9 98.84% 249 32.21%
16 PKPI 21 267 265 2 999.25% 66 24.72%

TOTAL 571 20,028 19,447 581 97.10% 7,180 35.85%

Sumber: olah data BA LPSDK KPU di 38 Kab/Kota dan Provinsi 
Jawa Timur oleh Divisi Pengawasan danSosialisasi Bawaslu 

Jatim

b.	LPSDK Perseorangan DPD RI

28 calon anggota DPD RI pada tanggal 2 
Januari 2019 menyampaikan penerimaaan 
sementara sumbangan dana kampanye ke 
kantor KPU Provinsi Jawa Timur. Sumbangan 
sementara dana kampanye 28 calon anggota 
DPD sebesar 1.009.812.818, 19 calon DPD 
ada sumbangan dana kampanye sedangkan 
9 calon DPD tidak ada sumbangan dana 
kampanye.
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Diagram 5 
Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Calon Perseorangan 

DPD RI

Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

Bentuk sumbangan kampanye 28 calon 
perseorangan anggota DPD RI berupa 
uang 912.907.818 berupa barang sebesar 
35.005.000 dan berupa jasa sebesar 
61.900.000, adapun perinciannya sebagai 
berikut:
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Tabel 6 
Bentuk Sumbangan Dana Kampanye Calon Perseorangan 

DPD RI

NO Peserta Pemilu
JENIS (Rp)

TOTAL
UANG BARANG JASA

1 ANDI YUWONO, S.Sos., M.Si  Rp              1,906  Rp                   1,906 

2 MUHAMMAD KODERI HW, MT  Rp    11,500,000  Rp         11,500,000 

3 Ir. H. SUHANDOYO, SP  Rp    19,005,000  Rp    10,000,000  Rp         29,005,000 

4 ABDUL QODIR HARTANTO, S.E., 
S.H., M.H.  Rp 150,000,000  Rp       150,000,000 

5 A. AGUS PATMINTO  Rp    45,000,000  Rp         45,000,000 

6 ACHMAD NURUL ILMU, S.H.  Rp      5,000,000  Rp    24,800,000  Rp         29,800,000 

7 Ir. H. AA LA NYALLA MAHMUD 
MATTALITTI  Rp 450,227,002  Rp       450,227,002 

8 ACHMAD RUSYAF MANFALUTI, 
S.Ag., M.Si.  Rp      4,000,000  Rp           4,000,000 

9 PURWO ALI  Rp    28,250,000  Rp         28,250,000 

10 MASHUDI, S.T.P  Rp    30,450,000  Rp         30,450,000 

11 MISBAHUL MUNIR, M.Ag.  Rp                             
- 

12 FAIROUZ HUDA., S.Sos.  Rp      5,000,000  Rp           5,000,000 

13 Drs. Hj. HARBIAH SALAHUDDIN, 
M.Si  Rp    50,000,000  Rp         50,000,000 

14 IMAM KHODIRI TF., S.S., M.Th.I  Rp                             
- 

15 FATIHUL FAIZUN, S.Sos.  Rp                             
- 

16 ZZAIFUL ANAM  Rp      2,800,000  Rp           2,800,000 

17 Ir. H. ALFA ISNAENI, M.Si  Rp                             
- 

18 MOHAMMAD TRIJANTO  Rp                             
- 

19 H. AHMAD NAWARDI, S.Ag.  Rp    25,000,000  Rp         25,000,000 

20 H. PUDJO BASUKI  Rp      2,000,000  Rp      5,600,000  Rp           7,600,000 

21 ADILLA AZIZ  Rp    20,000,000  Rp         20,000,000 

22 Dr. H. RPA MUJAHID ANSORI, 
M.Si.  Rp    36,582,902  Rp      9,000,000  Rp    21,500,000  Rp         67,082,902 

23 NADJIB HAMID  Rp    32,587,188  Rp         32,587,188 

24 H. SUPRIASTO, S.H., M.H.  Rp                             
- 

25 A. SAYIFUL ISMAIL, S.H., M.H.  Rp                             
- 

26 H. SONHADJI ZAINUDIN, S.E., 
M.M.

 Rp                             
- 

27 EVI ZAINAL ABIDIN  Rp                             
- 

28 ENRICO WHENRY RIZKY 
TAMBUNAN  Rp    21,508,820  Rp         21,508,820 

JUMLAH  Rp 912,907,818  Rp    35,005,000  Rp    61,900,000  Rp   1,009,812,818 

Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur  
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim
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c.	 LPSDK Tim Kampanye Presiden dan Wakil 
Presiden

2 Tim kampanye pada tanggal 2 Januari 
2019 menyampaikan penerimaaan sementara 
sumbangan dana kamapanye ke kantor KPU 
Provinsi Jawa Timur. Sumbangan dana kampanye 
2 tim kampanye tsersebut sebesar 442.009.841.

Diagram 6 
Penerimaan Sumbangan Dana 

Kampanye Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden

Sumber: olah data BA LPSDK KPU Provinsi Jawa Timur
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

3.	Hasil Pengawasan Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

Pembukuan LPPDK, dimulai sejak 3 (tiga) 
Hari setelah penetapan Pasangan Calon 
dan ditutup 8 (delapan) Hari setelah Hari 
pemungutan suara. (PKPU NO 29 TAHUN 2018). 

Sanksi, hal pengurus Partai Politik Peserta 
Pemilu tidak menyampaikan laporan penerimaan 
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dan pengeluaran dana kampanye Pemilu kepada 
Kantor Akuntan Publik (KAP) yang ditunjuk oleh 
KPU sampai batas waktu yang ditentukan, partai 
politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa 
tidak ditetapkannya calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota menjadi calon 
terpilih. (PASAL 338 ayat 3 UU NO 7 TAHUN 2017).

Mekanisme pemberian sanksi

a)	KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan 
KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan 
klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang 
diberikan sanksi pembatalan; dan 

b)	Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a diputuskan dalam rapat pleno.

Pengeluaran Partai Politik, item pengeluaran 
dalam form LPPDK terbagi dalam pengeluaran 
operasi, pengeluaran modal dan pengeluaran 
lain-lain. Pengeluaran operasi mulai pertemuan 
terbatas, tatap muka, pembuatan/produksi 
iklan di media cetak dan elektronik, pembuatan 
desain alat peraga kampanye, penyebaran bahan 
kampanye, rapat umum, kegiatan lain yang tidak 
melanggar larangan kampanye dan perundang-
undangan dan lain-lain terdiri dari sumbangan 
kepada calon anggota DPRD Provinsi, jasa 
dalam bentuk kampanye calon anggota DPRD 
Provinsi dan lain-lain. Pengeluaran modal mulai 
pembelian kendaraan, pembelian peralatan 
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dan modal lainnya. Pengeluaran lain-lain mulai 
pemberian piutang dan pembayaran utang.

a.	LPPDK Partai Politik

16 Partai Politik menyampaikan LPPDK pada 
tanggal 1 Juni 2019, artinya tidak ada Partai 
Politik menyampaikan sesuai ketentuan, 
total penerimaan 16 Partai Politik selama 
masa kampanye sebesar 61.810.977.728, 
pengeluaran sebesar 61.141.279.721 dan 
masih terdapat saldo sebesar 150.915.007.
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Diagram 7 
Nominal Penerimaan, 

Pengeluaran dan Saldo Dana Kampanye Partai Politik

Sumber: olah data BA LPPDK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh Divisi Pengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim

b.	LPPDK Calon Anggota Perseorangan DPD RI

Pada penyampaian LPPDK tanggal 1 Juni 
2019 ke kantor KPU Provinsi Jawa Timur, 26 
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calon DPD RI menyampaikan LPPDKnya dan 
2 calon DPD RI tidak menyampaikan LPPDK 
yaitu Nomor urut 43 Fatihul Faizun dan 
nomor urut 36 Imam Khodiri Tf. S.S. M.Th.I. 

Diagram 8 Nominal Penerimaan, Pengeluaran dan
Saldo Dana Kampanye Perseorangan Calon DPD RI

Sumber: olah data BA LPPDK KPU Provinsi Jawa Timur 
oleh DivisiPengawasan dan Sosialisasi Bawaslu Jatim
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F.	 Hasil-Hasil Pengawasan dalam Tahapan Dana 
Kampanye
1.	Temuan Pengawasan

a.	Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
I.	 LADK Partai Politik

Partai Politik dalam menyampaikan 
LADK ke KPU Jawa Timur tidak ada yang 
melebihi pukul 18.00, walapun ada beberapa 
partai politik harus melengkapi dokumennya 
hinggga pukul 22.00, seperti PBB, PDI P dan 
Garuda, ini menunjukkan ketidaksiapan 
partai politik dalam melaporkan LADK. 

Hasil catatan Bawaslu, ada 4 (empat) 
partai politik yang harus melakukan 
perbaikan LADK, yaitu:

1.	Partai Nasdem, belum melampirkan RKDK, 
NPWP saldo awal dan sumber perolehan 
dan penerimaan sumbangan bersumber 
dari calon DPRD tidak lengkap. LADK 1 -7 
perbaikan;

2.	Partai Perindo, saldo awal dan sumber 
perolehan tidak sesuai dikarenakan 
blm masuk penerimaan partai. Surat 
keterangan tim kampanye dan softcopi 
LADK tidak ada;

3.	Partai Garuda, LADK 7 tidak lengkap, copi 
buku rekening dan surat keterangan tim 
kampanye perbaikan;

4.	Partai PBB, tidak melampirkan dokumen 
softcopy LADK, Surat Keterangan Tim 
Kampanye/data pengelola rekening dan 
copy buku/rekening koran RKDK.
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Partai politik yang ada catatan dalam berita 
acaranya, antara lain:

1.	Partai Golkar, NPWP kurang 7 orang dan 
softcopi LADK perbaikan;

2.	PKS, Perbaikan pada LADK 1 - LADK 6, 
LADK 7 berjumlah 228 calon;

3.	Partai Demokrat, LADK 7 tidak lengkap 
dan softcopi LADK tidak lengkap;

4.	PKP I, RADK tgl tidak sesuai, LADK 1-6 
kurang lengkap 1 lampiran, copi buku 
rekening, surat keterangan tim kampanye 
dan softcopi LADK kurang lengkap;

5.	Partai Hanura, LADK – 7 belum lengkap 
ada 84 calon;

6.	Partai Gerindra, 15 calon blm lengkap 
NPWPnya;

7.	PKB, periode laporan masih salah dan 17 
calon blm menyetorkan NPWPnya;dan

8.	Partai Berkarya, LADK 1-3 dan 5 salah 
saldo dan tanggal, LADK 4 dan 6 salah 
tanggal dan LADK 7 15 calon belum 
menyerahkan.

II.	 LADK Calon Perseorangan Anggota DPD 
RI

Setelah penetapan daftar calon 
tetep (DCT) untuk perseorangan anggota 
DPD RI yang berjumlah 28 calon, mereka 
wajib menyampaikan LADK kepada KPU 
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Provinsi Jawa Timur, berdasarkan hasil 
pengawasan  ada 3 calon anggota DPD 
RI yang harus melakukan perbaikan 
LADK, sedangkan 25 calon lainnya tidak 
melakukan perbaikan. Perbaikan LADK 
dikarenakan ketidaklengkapan dokumen 
yang dilampirkan dalam LADK, sehingga 
harus memperbaiki dalam waktu 5 hari 
setelah LADK dikembalikan oleh KPU 
Provinsi.

Calon perseorangan anggota DPD RI perbaikan 
LADK, yaitu:

1.	Purwo Ali, perbaikan pada surat keterangan 
tim kampanye/madat perbaikan rekening

2.	Imam Khodiri Tf. S.S. M.Th.I, perbaikan 
pada surat keterangan tim kampanye/
madat perbaikan rekening

3.	Zaiful Anam, perbaikan softcopy 
LADK	

Beberapa calon DPD RI ada catatan dalam 
berita acaranya adalah:

1.	H. Supriasto, S.H., M.H pada rekening 
dana khusus kampanye tidak sesuai

2.	Fatihul Faizun, pada tanggal pembukaan 
rekening saldo tidak sesuai. Saldo tidak 
sesuai

3.	A. Agus Patminto, pada rekening khusus 
dana kampanye tanggal tidak sesuai

4.	Achmad Nurul Ilmi, pada saldo di LADK-
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1 penulisannya antara buku tabungan 
dengan formulir tidak sama.

III.	 Tim Kampanye Presiden dan Wakil 
Presiden

Tidak terdapat temuan terhadap 
pelaporan awal dana kampanye, 2 
Tim kampanye menyampaikan sesuai 
ketentuan.

b.	Laporan Penerimaan Sumbangan Dana 
Kampanye (LPSDK)

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada 
pengawasan LPSDK Partai Politik, calon 
Perseorangan anggota DPD RI dan Tim 
Kampanye Presiden dan Wakil Presiden di kantor 
KPU Jawa Timur, tidak menemukan dugaan 
pelanggaran terkait batas waktu penyampaian 
LPSDK ke KPU Jawa Timur, semua Peserta 
Pemilu menyampaikan pada tanggal 2 Januari 
tahun 2019.

Bawaslu Provinsi Jawa Timur dalam 
rapat koordinasi dengan Bawaslu Kab/Kota, 
melakukan rekapitulasi hasil pengawasan 
penyerahan LPSDK Peserta Pemilu di KPU Kab/
Kota, adapun hasil rekapitulasinya sebagai 
berikut:

I. Peserta Pemilu  tidak  menyampaikan  
LPSDK

Pengawas Pemilu melakukan pengawasan 
kepatuhan Peserta Pemilu dalam menyampaikan 
LPSDK ke KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
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Ketentuan PKPU yang membatasi pelaporan 
pada 2 Januari pukul 18.00 waktu setempat, 
sampai tangal 03 Januari 2019 ditemukan 
di 21 Kabupaten/Kota Peserta Pemilu tidak 
melaporkan LPSDK, sejumlah 11 Partai PKPI, 
13 Partai Garuda, 1 PSI, 2 Partai Garuda, 3 Tim 
Kampanye 01 dan 2 Tim Kampanye 02 tidak 
menyampaikan LPSDK ke KPU Kabupaten/
Kota.

Tabel 7 
Peserta Pemilu Tidak menyampaikan LPSDK

Kepatuhan
Partai Politik Tim 

Kampanye

PKPI GARUDA PSI HANURA 01 02

Tidak 
Menyampaikan 

LPSDK

11 
Kab/
Kota

13 Kab/
Kota

1 
Kota

2 Kab/
Kota

3 
Kab/
Kota

2 
Kab/
Kota

Sumber: Hasil Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
Pengawasan LPSDK Pemilu Tahun 2019

II.	Partai Politik Terlambat Menyampaikan LPSDK

Tahapan penyampaian LPSDK Peserta Pemilu 
kepada KPU Kabupaten/Kota, dilakukan pada 
tanggal 02 Januari 2019 paling lambat pukul 
18.00 WIB. Keterlambatan penyampaian LPSDK 
terjadi di Kota Probolinggo, kendalannya Pengurus 
Parpol Hanura tidak pahamnya proses input data 
dana kampanye pada aplikasi pelaporan LPSDK.

Tabel 8 
Partai Politik tidak menyampaikan LPSDK ke KPU Kab/Kota

Kabupaten/
Kota

Partai 
Politik Hambatan/Kendala

Kota 
Probolinggo

Partai 
Hanura

Keterlambatan diakibatkan Pengurus 
Partai Hanura tidak mengerti proses 
input data dana kampanye diaplikasi 
pelaporan LPSDK
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III. Peserta Pemilu LPSDKnya berjumlah (0) 
Rupiah

Pembukuan penerimaan sumbangan dana 
kampanye yang dimulai tanggal 23 September 
2018 sampai tanggal 01 Januari 2019, selama 
jangka waktu tersebut, terdapat Peserta Pemilu 
yang tidak menerima sumbangan dana kampanye 
baik berupa uang, barang dan jasa, yang 
sumbernya berasal dari Partai Politik sendiri, 
Calonnya sendiri, Perseorangan, kelompok dan 
badan usaha non Pemerintah. Artinya selama 
waktu tersebut tidak ada aktifitas kampanye baik 
pertemuan terbatas, tatap muka, pemasangan 
alat peraga kampanye (APK), penyebaran bahan 
kampanye (BK) dan kampanye kegiatan lain.

Tabel 9 
Peserta Pemilu tidak terdapat Penerimaan 

Sumbangan Dana Kampanye/LPSDK berjumlah 0 Rupiah

Peserta 
Pemilu 
LPSDK 

berjumlah 
0 (Nol) 
Rupiah

NAMA 
PARTAI 

POLITIK

JUMLAH 
KABUPATEN/ 

KOTA

NAMA 
PARTAI 

POLITIK

JUMLAH 
KABUPATEN 

/KOTA

PKB 6 Kab/Kota PPP 4 Kab/Kota
PDI P 5 Kab/Kota PSI 14 Kab/Kota

GERINDRA 10 Kab/Kota PAN 8 Kab/Kota
GOLKAR 8 Kab/Kota Hanura 13 Kab/Kota
NASDEM 8 Kab/Kota Demokrat 5 Kab/Kota

GARUDA 12 Kab/Kota PBB 13 Kab/Kota
BERKARYA 13 Kab/Kota PKPI 17 Kab/Kota

PKS 3 Kab/Kota Tim Kampanye 
01 8 Kab/Kota

PERINDO 9 Kab/Kota Tim Kampanye 
02 6 Kab/Kota

Sumber: Hasil Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
Pengawasan LPSDK Pemilu Tahun 2019
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IV.	 Partai Politik LPSDK terdapat Ketidaksesuaian 
Penerimaan antara Formulir LPSDK 1, 2 dan 4

Sumbangan dana kampanye yang dilaporkan 
dalam formulir pelaporan LPSDK, pada Partai 
Politik terdapat 4 formulir dan 3 surat pernyataan. 
Form LPSDK1 tentang laporan penerimaan 
sumbangan dana kampanye, form LPSDK2 tentang 
daftar penerimaan sumbangan dana kampanye 
dan foem LPSDK4 tentang pencatatan penerimaan 
sumbangan calon legislatif, ketiga form LPSDK 
tersebut secara jumlah berbentuk uang, barang 
dan jasa harus sama. Hasil analisa yang dilakukan 
Bawaslu terdapat 27 Kabupaten/Kota dan 189 
Partai Politik terjadi ketidaksesuaian nominal 
form LPSDK1 dan LPSDK2 dengan LPSDK4.

Tabel 10 
Partai Politik Pelaporan LPSDK tidak 

terdapat kesesuaian penerimaan antara formulir 1, 2 dan 4
Jumlah 

Kabupaten/
Kota

Jumlah Partai Politik Pelaporan terdapat 
ketidaksesuaian LPSDK1 dan LPSDK2 dengan LPSDK4

27 189 Partai Politik

Sumber: Hasil Rakor Bawaslu Provinsi Jawa Timur 
Pengawasan LPSDK Pemilu Tahun 2019

c.	Temuan Pengawasan Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaraan Dana Kampanaye (LPPDK)

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada pengawasan 
LPSDK Partai Politik, calon Perseorangan anggota DPD 
RI dan Tim Kampanye Presiden dan Wakil Presiden di 
kantor KPU Jawa Timur, tidak menemukan dugaan 
pelanggaran terkait batas waktu penyampaian 
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LPSDK ke KPU Jawa Timur, semua Peserta Pemilu 
menyampaikan pada tanggal 01 Juni tahun 2019.

2.	Rekomendasi
a.	Rekomendasi Laporan Awal Dana Kampanye 

(LADK)

Bawaslu Provinsi Jawa Timur menyampaikan 
secara langsung melalui koordinasi dengan 
KPU Provinsi Jawa Timur terhadap 4 (empat) 
partai politik yang harus melakukan perbaikan 
LADK, yaitu:

1.	Partai Nasdem, belum melampirkan 
RKDK, NPWP saldo awal dan sumber 
perolehan dan penerimaan sumbangan 
bersumber dari calon DPRD tidak 
lengkap. LADK 1-7 perbaikan;

2.	Partai Perindo, saldo awal dan sumber 
perolehan tidak sesuai dikarenakan 
blm masuk penerimaan partai. 
Surat keterangan tim kampanye 
dan softcopy LADK tidak ada;

3.	Partai Garuda, LADK 7 tidak lengkap, 
kopi buku rekening dan surat 
keterangan tim kampanye perbaikan;dan

4.	Partai PBB, tidak melampirkan dokumen 
softcopy LADK, Surat Keterangan Tim 
Kampanye/data pengelola rekening 
dan copy buku/rekening koran RKDK.

b.	Rekomendasi Laporan Penerimaan 
Sementara Dana Kampanye (LPSDK)
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Bawaslu Provinsi tidak menemukan 
dugaan pelanggaran Peserta Pemilu dan KPU 
Provinsi Jawa Timur pada proses penyerahan 
laporan penerimaan sementara dana kampanye 
(LPSDK) Pemilu tahun 2019. Peserta Pemilu 
menyampaikan LPSDK sebelum pukul 18.00, 
tanggal 02 Januari tahun 2019. 

KPU Provinsi Jawa Timur juga melakukan 
pengumuman LPSDK Peserta Pemilu, pada 
tanggal 3 Januari 2019 Papan informasi 
di kantor KPU Jatim dan juga melakukan 
upload diwebsite laman KPU Provinsi Jawa 
Timur. (https://kpujatim.go.id/49-webkpu/
pengumuman-hasil-penerimaan-lpsdk-Peserta-
Pemilu-kpu-jatim/).

Rekomendasi Laporan Penerimaan dan 
Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK), 
Bawaslu Provinsi Jawa Timur tidak menemukan 
Partai Politik menyerahkan LPPDK ke KPU 
Provinsi Jawa Timur di atas tanggal 1 Juni 2019, 
artinya Partai Politik tidak ada yang melanggar 
ketentuan batas wakktu penyampaian LPPDK. 

3.	Tindaklanjut
a.	Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Awal 

Dana Kampanye (LADK)

Partai Politik melakukan perbaikan, 4 
(empat) partai politik melakukan perbaikan 
LADK, yaitu:

1.	Partai Nasdem, sudah melampirkan RKDK, 
NPWP saldo awal dan sumber perolehan dan 
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penerimaan sumbangan bersumber dari 
calon DPRD lengkap;

2.	Partai Perindo, saldo awal dan sumber 
perolehan sudah disesuaikan dan 
melampirkan Surat keterangan tim kampanye 
serta softcopi LADK dalam flasdisk;

3.	Partai Garuda, sudah melengkapi form 
LADK, kopi buku rekening dan surat 
keterangan tim kampanye perbaikan;dan

4.	Partai PBB, sudah melampirkan dokumen 
softcopy LADK, Surat Keterangan Tim 
Kampanye/data pengelola rekening dan copy 
buku/rekening koran RKDK.

b.	Tindaklanjut Rekomendasi Laporan Penerimaan 
Sementara Dana Kampanye (LPSDK)

Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada ini 
tidak terdapat temuan baik administrasi 
ataupun pidana Pemilu, sehingga tidak ada 
tindaklanjut ataupun rekomendasi yang 
diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

Tindaklanjut Rekomendasi Laporan 
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye 
(LPPDK), Bawaslu Provinsi Jawa Timur pada ini 
tidak terdapat temuan administrasi ataupun 
pidana Pemilu, baik dilakukan Partai Politik, 
KAP ataup KPU Provinsi Jawa Timur, sehingga 
tidak ada tindaklanjut ataupun rekomendasi 
yang diberikan oleh Bawaslu Provinsi Jawa 
Timur.
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4.	Dinamika dan Permasalahan
a.	Ketidaksiapan Pelaporan LADK

11 Partai Politik atau sekitar 69% 
melaporkan awal dana kampanye (LADK) ke 
KPU Provinsi Jawa Timur terdapat perbaikan, 
yaitu 4 Partai Politik Nasdem, Perindo, Garuda 
dan PBB harus melakukan perbaikan LADK 
dan 7 Partai Politik terdapat catatan dalam 
berita acara dari KPU Provinsi Jawa Timur 
yaitu Golkar, PKS, Demokrat, PKPI, Hanura, 
Gerindra, PKB dan Berkarya. Ini menunjukkan 
pemahaman partai politik dalam melaporakan 
dana awal kampanye masih kurang, baik 
melaporkan dalam aplikasi pelaporan dana 
kampanye maupun pengisiannya formulir 
laporan.

b.	Permasalahan Pelaporan dana kampanye 
hanya memenuhi syarat administrasi

Melihat dari laporan penerimaan sementara 
dana kampanye (LPSDK), selama 101 hari mulai 
23 September 2018 s.d. 2 Januari 2019 terdapat 
Partai Politik tidak terdapat penerimaan 
sumbangan dana kampanye, artinya jumlah 
penerimaannya berjumlah 0 rupiah, begitupun 
dengan calon melaporkan penerimaan dana 
kampanye berjumlah 0 rupiah. Tentu ini tidak 
sinkron apabila dibandingkan dengan aktifitas 
kampanye yang dilakukan oleh Partai Politik 
dan calon selama 101 hari.Begitupun dengan 
KAP, dalam pemeriksaan LPPDK Peserta 
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Pemilu mengecek kelengkapan adminitrasi dan 
kesuaian jumlah penerimaan dan pengeluaran 
dengan bukti kwitansi dst.

5.	Evaluasi Pelaksanaan
a.	Keberhasilan Sidang Administrasi 

Keterlambatan Penyerahan LPSDK

Hasil pengawasan dan koordinasi 
Bawaslu Provinsi terdapat 16 Kabupaten/
Kota hasil hasil temuan ditindaklanjuti dengan 
sidang di Bawalsu provinsi, yaitu Jombang, 
Kota Probolinggo, Kabupaten Kediri, Kota Batu, 
Kabupaten Mojokerto, Bangkalan, Nganjuk, 
Ngawi, Trenggalek, Tulungagung, Pacitan, 
Kota Pasuruan, Banyuwangi dan Kabupaten 
Pasuruan. Tindaklanjut berupa sidang 
administrasi ini hanya dilakukan di Bawaslu 
Provinsi Jawa Timur.

b.	Dokumen Dana Kampanye

Dokumen dana kampanye,banyaknya dokumen 
dalam pelaporan dana kampanye oleh Peserta 
Pemilu, sehingga membutuhkan waktu dan 
kemampuan tertentu dalam mempelajari 
dokumen LPSDK, maka untuk memudahkan 
informasi berkaitan dana kampanye Peserta 
Pemilu, KPU dapat menyederhakan substansi 
informasi dana kampanye dan menyampaikan 
kepada Pemilih dengan beragam metode yang 
memudahkan pembacaan dan penyebarannya.
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Tidak adanya alat ukur pengeluaran dana 
kampanye Peserta Pemilu, Bawaslu memeriksa 
kesesuaian pengeluaran dengan laporan, pada 
pemeriksaan ini diperlukan data pembanding 
pengeluaran biaya kampanye Peserta Pemilu 
pada saat kampanye dengan laporan penerimaan 
LPSDK dan LPPDK, outputnya untuk menilai 
kebenaran pelaporan dana kampanye Peserta 
Pemilu.
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